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This study aims to formulate priority strategies for the Indonesian Navy’s 
Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) operations as a smart power 
instrument to enhance Indonesia's nation branding. The research is grounded in the 
premise that HADR operations serve not only humanitarian purposes but also function 
as strategic tools for naval diplomacy and national image building. Methodologically, 
the Analytic Network Process (ANP) is employed to analyze complex interrelationships 
and feedback among decision-making elements. The ANP model is structured around 
three primary criteria: HADR Operational Capability, Effectiveness of Naval Diplomacy, 
and Impact on Nation Branding. These are further disaggregated into nine sub-criteria 
and four strategic alternatives, namely Rapid Response Task Force, Health Diplomacy, 
Multilateral Exercises, and Public Diplomacy and Stretegic Communication. The results 
indicate that the Impact on Nation Branding holds the highest weight (0.656054), 
followed by the Effectiveness of Diplomacy (0.257226), and Operational Capability 
(0.086720). At the sub-criteria level, Positive Image of Indonesia is the dominant factor 
(0.504692) followed by Authority as a Maritime Nation at (0,204641). Consequently, 
Health Diplomacy emerges as the top strategic priority (0.362056), followed by 
Multilateral Exercises (0.268683), Public Diplomacy and Strategic Communication 
(0.231707), and Rapid Response Task Force (0.137554). These findings suggest that 
the Indonesian Navy’s HADR strategy should prioritize approaches that integrate 
humanitarian action with the strengthening of Indonesia’s international authority, 
image and bargaining position. 
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Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi prioritas dalam pelaksanaan 
operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana oleh TNI Angkatan Laut sebagai 
instrumen smart power guna memperkuat nation branding Indonesia. Penelitian ini 
didasarkan pada pemikiran bahwa operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana 
tidak bertujuan dalam aspek kemanusiaan namun berfungsi sebagai alat strategis 
diplomasi angkatan laut dan pembangunan citra nasional. Secara metodologis, Analytic 
Network Process (ANP) digunakan untuk menganalisis hubungan kompleks dan umpan 
balik antar elemen pengambilan keputusan. Model ANP disusun berdasarkan tiga 
kriteria utama yakni Kemampuan Operasional kemanusiaan dan penanggulangan 
bencana, Efektivitas Diplomasi Angkatan Laut, dan Dampak pada Citra Nasional. 
Kriteria ini selanjutnya diuraikan menjadi sembilan sub-kriteria dan empat alternatif 
strategis, yaitu Gugus Tugas Respons Cepat, Diplomasi Kesehatan, Latihan Multilateral, 
dan Diplomasi Publik dan Komunikasi Strategis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Dampak pada Citra Nasional memiliki bobot tertinggi (0,656054), diikuti oleh 
Efektivitas Diplomasi (0,257226), dan Kemampuan Operasional (0,086720). Pada 
tingkat sub-kriteria, Citra Positif Indonesia merupakan faktor dominan (0,504692) 
diikuti oleh Otoritas sebagai Negara Maritim (0,204641). Akibatnya, Diplomasi 
Kesehatan muncul sebagai prioritas strategis utama (0,362056), diikuti oleh Latihan 
Multilateral (0,268683), Diplomasi Publik dan Komunikasi Strategis (0,231707), dan 
Gugus Tugas Respons Cepat (0,137554). Temuan ini menunjukkan bahwa strategi 
HADR Angkatan Laut Indonesia harus memprioritaskan pendekatan yang 
mengintegrasikan aksi kemanusiaan dengan penguatan otoritas, citra, dan posisi tawar 
internasional Indonesia. 

I. PENDAHULUAN 
Indonesia berada pada posisi geografis 

sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan 
terletak di antara dua samudra yang memegang 

peran sentral dalam jalur komunikasi laut (Sea 
Lines of Communication/SLOC) dan jalur 
perdagangan laut utama (Sea Lines of 
Trade/SLOT)(Susmoro et al., 2019). Namun, 
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kondisi geografis tersebut juga menempatkan 
Indonesia pada area Ring of Fire yang 
memberikan kerentanan tinggi terhadap bencana 
alam (Adri et al., 2021). Hal ini berkembang 
seiring dengan bertambahnya jumlah bencana 
alam yang terjadi di wilayah Asia Pasifik yang 
menyumbang lebih dari 40% terhadap total 
bencana dunia, kondisi ini menegaskan urgensi 
bagi Indonesia untuk memiliki kesiapan kapa-
bilitas mobilitas laut untuk untuk mendukung 

kemanusiaan dan penanggulangan bencana 
di seluruh wilayah Indonesia.(Susmoro, 2019). 
Dalam konteks tersebut, peningkatan peran 
Indonesia di tingkat regional dan global 
menuntut keterlibatan bagi Indonesia untuk 
berpartisipasi dalam misi kemanusiaan global 
dan regional semakin mendesak sekaligus 
mencerminkan tanggung jawab Indonesia dalam 
komunitas internasional. 

Kemampuan Indonesia dalam penanggu-
langan bencana dan kemanusiaan telah 
menunjukkan kompetensi yang baik serta 
ditopang oleh peningkatan kapasitas aparatur 
pemerintah melalui berbagai pelatihan, rencana 
tanggap darurat, serta penguatan sistem 
peringatan dini di berbagai wilayah Indonesia 
(Akhirianto et al., 2025) . Kemampuan ini 
menjadi preseden positif tentang keterlibatan 
pemerintah, tidak terkecuali yang telah 
dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) 
dalam menginisiasi kebijakan pemerintah untuk 
melaksanakan operasi penanggulangan bencana 
dan kemanusiaan di tingkat nasional (Fatimah et 
al., 2023). Peran serta TNI dilakukan tidak hanya 
bertindak sebagai instrumen pertahanan, tetapi 
juga berperan aktif  dalam menginisiasi 
kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan 
operasi penanggulangan bencana dan misi 
kemanusiaan melalui doktrin Operasi Militer 
Selain Perang (OMSP) (Wende et al., 2023). 
Kemampuan TNI tersebut menjadi jembatan 
dalam memperkuat sinergitas sipil dan militer 
(Bollen & Kalkman, 2022), di mana penerapan 
doktrin tersebut sering kali membutuhkan 
kecepatan mobilisasi dan ketepatan logistik di 
luar kapasitas sipil (Stette et al., 2023), 
sedangkan di sisi lain, peran tersebut 
memberikan bukti penegasan soft diplomacy 
yang dilakukan oleh TNI sebagai bagian dalam 
perwujudan komponen bangsa yang turut serta 
dalam melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, 
dan keadilan sosial (Djuyandi et al., 2019). 
Kemampuan ini juga menjadi bukti bahwa 
kekuatan militer bukan hanya berfungsi sebagai 
kekuatan tempur, melainkan juga sebagai unsur 

kemanusiaan yang mampu meraih simpati dari 
masyarakat internasional, di mana paradigma 
peran militer telah mengalami transformasi 
besar dari penggunaan kekuatan fisik menjadi 
pendekatan yang lebih halus melalui diplomasi 
pertahanan (Cottey & Forster, 2004). Hal ini 
menekankan adanya pemanfaatan sumber daya 
militer untuk tujuan yang bersifat damai, dalam 
membangun kepercayaan, dan dalam 
menghindari terjadinya konflik. 

Sebagai bagian dari TNI, TNI Angkatan Laut 
turut serta menginisiasi melalui tugas pokok TNI 
Angkatan Laut yang tertuang dalam Undang – 
Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 
2004 untuk melaksanakan tugas diplomasi dalam 
rangka mendukung kebijakan politik luar negeri 
yang ditetapkan oleh pemerintah (Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 
2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, 2004). 
Secara operasional hal ini dilakukan dengan 
bentuk kehadiran dan pengerahan unsur laut 
yang berfungsi sebagai Benign Naval Diplomacy, 
instrumen confidence-building, sekaligus sarana 
memperluas koneksi kerja sama regional melalui 
aktivitas non-tempur seperti humanitarian 

assistance and disaster relief (HADR) (Mière, 
2014). Sehingga, kesiapan unsur-unsur TNI 
Angkatan Laut, seperti kapal rumah sakit, 
helikopter, dan pangkalan, sangat penting 
digunakan sebagai kebutuhan operasional, dan 
aset diplomasi Indonesia di tingkat regional dan 
internasional serta menjadi prasyarat utama 
untuk merespons krisis di wilayah regional 
(Haras, 2017; Marsetio, 2024). 

Namun demikian, fakta di lapangan 
menunjukkan bahwa pelaksanaan misi diplomasi 
TNI Angkatan Laut melalui operasi kemanusiaan 
dan penanggulangan bencana masih 
menghadapi sejumlah tantangan operasional, 
terutama pada aspek interoperabilitas dan 
koordinasi antar sektor dimana sering kali 
muncul gesekan atau keterlambatan dalam 
mekanisme komunikasi antar lembaga lembaga 
sipil seperti BNPB dan Kementerian Luar Negeri, 
serta badan pemerintah negara penerima 
bantuan (Abdeen et al., 2021). Kendala birokrasi 
dalam pelaksanaan prosedur penempatan unsur 
kekuatan TNI/TNI Angkatan Laut ke luar negeri 
sering kali memperlambat waktu respons, 
meskipun kecepatan merupakan faktor penentu 
dalam keefektifan penanganan bencana 
(Campioni et al., 2023). Di samping itu, 
permasalahan tersebut membawa dampak pada 
isu yang lebih besar, yakni belum maksimalnya 
transformasi keberhasilan operasi ini menjadi 
keuntungan diplomasi (diplomatic leverage) 
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terhadap citra Indonesia. Kekuatan soft power 
Indonesia melalui bantuan bencana tidak selalu 
menghasilkan kecenderungan terhadap negara 
pemberi bantuan, namun dibatasi oleh cara 
pandang masyarakat dan konteks politik yang 
diberikan (Blair, 2021). Hal ini disebabkan oleh 
kurangnya rencana komunikasi yang strategis 
dan branding internasional yang terkoordinasi, 
sehingga dampak positif terhadap reputasi dan 
citra Indonesia sering kali tidak sebanding 
dengan banyaknya sumber daya yang 
diinvestasikan (Cull, 2022).  

Kondisi ini semakin rumit akibat perubahan 
lingkungan strategis di kawasan Indo-Pasifik, di 

mana kegiatan kemanusiaan dan 
penanggulangan bencana berevolusi menjadi 
sarana persaingan pengaruh bagi negara-negara 
besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok 
(Levaillant, 2024). Negara-negara kawasan dunia 
saling berlomba memberikan bantuan bencana 
untuk menanamkan pengaruh politik di kawasan, 
sehingga hal ini akan mempengaruhi peran 
Indonesia dalam peningkatan citra positifnya dan 
berisiko tertutup oleh dominasi narasi negara-
negara besar tersebut. Ketidakmampuan 
Indonesia untuk memimpin respons bencana di 
tingkat regional dapat melemahkan posisi tawar 
Indonesia sekaligus mengurangi sentralitas 
ASEAN di mata negara tetangga. Karena itu, 
kapasitas diplomasi Indonesia perlu diwujudkan 
melalui kepemimpinan dan kontribusi konkret 
dalam penanganan bencana, agar reputasi 
Indonesia sebagai mitra yang andal dan 
berpengaruh semakin kuat di kawasan maupun 
dunia (Gong & Nanthini, 2022). Berangkat dari 
pemahaman tersebut, diplomasi pertahanan 
Indonesia yang umumnya terkonsentrasi pada 
penggunaan hard power  dengan pendekatan 
kekuatan militer (alutsista), strategi pertahanan 
dan kerja sama strategis antar kekuatan militer 
suatu negara (Anwar, 2014; Supriyanto, 2012). 
Akibatnya, eksaminasi terhadap operasi 
kemanusiaan dan penanggulangan bencana 
sebagai manifestasi soft power, walaupun 
proyeksi pengaruh internasional dan legitimasi 
melalui daya tarik (attraction) merupakan 
elemen yang belum dieksplorasi secara 
mendalam (Seavey, 2022). 

Berangkat dari uraian tersebut, terdapat 
kebutuhan mendesak untuk meneliti lebih 
mendalam terhadap metode diplomasi TNI 
Angkatan Laut yang disesuaikan dengan posisi 
Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara 
aktor yang memiliki sumber daya strategis yang 
besar (Inkiriwang, 2021). Melalui peningkatan 
operasi militer selain perang oleh TNI dalam dua 

dekade terakhir, keberhasilannya sangat 
dipengaruhi oleh kemampuan negara dalam 
mengelola kegiatan kemanusiaan tersebut 
sebagai alat pengaruh, serta respons terhadap 
bencana sebagai penerapan kegiatan 
kemanusiaan dalam mendukung kepentingan 
dan tujuan politik luar negeri (Reinhardt & 
Lutmar, 2022). Karena itu, langkah-langkah 
kemanusiaan perlu dipersiapkan dalam misi 
penyelamatan, sekaligus penerapan diplomasi 
negara yang berkesinambungan.  

 
II. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini digunakan metode 
penelitian campuran (mixed-methods) dengan 
fokus utama pada pendekatan Analytic Network 
Process (ANP). Pendekatan ini dipilih karena 
diplomasi TNI Angkatan Laut dalam operasi 
kemanusiaan merupakan sistem yang kompleks 
dengan hubungan saling ketergantungan 
(interdependence) dan umpan balik (feedback) 
antarunsur yang tidak bersifat linear (Saaty & 
Luis G Vargas, 2006). Penggunaan metode ANP 
memungkinkan peneliti memetakan pengaruh 
timbal balik antara aktor, kebijakan, dan dampak 
citra internasional secara lebih presisi. Tahapan 
awal penelitian diawali dengan menghimpun 
data kualitatif melalui studi dokumentasi 
(peraturan, laporan, press release) dan 
wawancara mendalam dengan pemangku 
kepentingan terkait. Data ini dianalisis untuk 
mengidentifikasi dan membentuk jaringan 
kriteria dan alternatif. Setelah model jaringan 
terbentuk, dilakukan penyusunan kuesioner 
berdasarkan skala perbandingan berpasangan 
(pairwise comparison) Saaty (1–9) (Saaty & 
Vargas, 2012). Responden dalam tahap ini adalah 
para pakar (expert judgement) yang memiliki 
otoritas dan pemahaman mendalam di bidang 
diplomasi maritim. Proses ini bertujuan untuk 
mengukur bobot kepentingan antar elemen 
dalam satu klaster (inner-dependence) maupun 
antar-klaster yang berbeda (outer-dependence). 
Data yang terkumpul kemudian diproses 
menggunakan perangkat lunak Super decision 
untuk menghasilkan tiga jenis matriks utama, 
yaitu Unweighted Supermatrix yang menun-
jukkan bobot awal dari pengaruh antar-elemen, 
Weighted Supermatrix yang mencerminkan bobot 
yang telah disesuaikan dengan kepentingan 
relatif tiap klaster, serta Limit Supermatrix yang 
merupakan hasil akhir yang telah mencapai titik 
keseimbangan (konvergensi) dan memberikan 
nilai prioritas terhadap elemen-elemen strategis 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 

1. Identifikasi Kriteria 
Dalam konteks operasi kemanusiaan 

dan peanggulangan bencana, kemampuan 
respons cepat, dukungan medis dan 
evakuasi, serta kapasitas logistik 
menunjukkan bahwa keberhasilan misi 
kemanusiaan TNI Angkatan Laut sangat 
bergantung pada kemampuan dalam 
operasi yang dapat digerakkan secara 
efektif di lapangan, oleh karena itu, hal ini 
membentuk kriteria kapabilitas 
operasional operasi kemanusiaan dan 
peanggulangan bencana, yang secara 
konseptual berakar pada gagasan smart 
power mengenai penggabungan sumber 
daya hard dan soft power dalam satu 
strategi yang efektif (Capie, 2015; Nye, 
2004). Sementara itu, pembentukan keper-
cayaan, kerja sama dan interoperabilitas 
regional, serta diplomasi publik dan 
komunikasi strategis memperlihatkan 
bahwa operasi operasi kemanusiaan dan 
peanggulangan bencana  tidak berhenti 
pada fungsi kemanusiaan, melainkan juga 
dapat difungsikan sebagai sarana dalam 
membangun pengaruh dan hubungan 
antarnegara (Chang & Jenne, 2020).  

Peningkatan citra positif Indonesia, 
kewibawaan sebagai negara maritim, dan 
peningkatan posisi tawar internasional 
menunjukkan bahwa tindakan 
kemanusiaan juga menghasilkan dampak 
reputasi positif, sehingga memberikan 
kontribusi langsung terhadap dampak 
nation branding Indonesia, sejalan dengan 
pandangan bahwa reputasi negara 
dibentuk melalui tindakan yang konsisten 
dan dapat dilihat secara langsung oleh 
publik internasional (Fan, 2010). Dengan 
demikian, kriteria ANP dalam penelitian ini 
disusun dari indikator-indikator empiris 
menuju tiga dimensi utama, yakni kemam-
puan operasional, efektivitas diplomatik, 
dan dampak reputasi Indonesia. reputasi 
Indonesia di tingkat internasional. 

 
2. Identifikasi Subkriteria 

Pada tingkat operasional, efektivitas 
diplomasi angkatan laut secara langsung 
membentuk kepercayaan terhadap asumsi 
publik internasional, karena operasi 
operasi kemanusiaan dan penaggulangan 
bencana mempertemukan TNI dengan 
mitra luar negeri dan negara sahabat 

dalam situasi kooperatif yang relatif 
rendah eskalasi, sehingga membuka ruang 
bagi terbentuknya strategic trust dan 
moralistic trust melalui interaksi yang 
berulang, transparan, dan berorientasi 
pada tujuan kemanusiaan. Teori defence 
diplomacy, kegiatan ini merupakan bentuk 
sarana dalam membangun kepercayaan 
dan membentuk lingkungan kebijakan luar 
negeri yang lebih positif (Cottey & Forster, 
2004).  Seacara teoritis, kepercayaan yang 
mulai terbentuk tidak memberikan 
dampak strategis tanpa adanya kemam-
puan kerjasama sehingga kerja sama dan 
interoperabilitas,  dapat dijadikan 
parameter dalam menilai operasi operasi 
kemanusiaan dan peanggulangan bencana 
mampu memperkuat koordinasi TNI 
Angkatan Laut dengan angkatan laut negara 
lain, lembaga sipil, dan organisasi 
kemanusiaan (Heaslip & Barber, 2014).  

Penggunaan militer dalam respons 
bencana menunjukkan bahwa tantangan 
utama terletak pada koordinasi, kolaborasi, 
dan integrasi logistik sipil-militer. Sejalan 
dengan itu, operasi kemanusiaan dan 
peanggulangan bencana angkatan laut di 
Indo-Pasifik menegaskan bahwa misi ini 
telah menjadi salah satu peran utama 
angkatan laut kawasan pasifik sehingga 
menuntut kerja sama dengan berbagai 
pemangku kepentingan (Upadhyaya, 
2022). Sejalan dengan berjalannya 
kepercayaan dan interoperabilitas, nilai 
diplomatik semakin meningkat ketika 
dikomunikasikan dengan baik, sehingga 
diplomasi publik dan komunikasi strategis 
digunakan dalam menilai kegiatan operasi 
kemanusiaan dan penanggulangan bencana 
dapat direpresentasikan ke dalam narasi 
kebijakan luar negeri yang dapat dipahami 
oleh publik. Hal ini dapat dipraktikan 
melalui penggunaan media sosial oleh key 
influencers yang secara langsung berperan 
penting dalam menciptakan dan 
menyebarluaskan konten yang membentuk 
citra nasional (Mazumdar, 2024). Sejalan 
dengan hal tersebut, nation branding dapat 
dipahami sebagai sebuah simbol atau 
promosi negara melalui tindakan yang 
dapat dilihat oleh seluruh masyarakat 
secara berkesinambungan (Buhmann, 
2016). Mengalir dari hal tersebut, operasi 
kemanusiaan yang dilaksanakan pada 
aspek maritim, berdampak terhadap 
kewibawaan Indonesia sebagai negara 
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maritim, karena keberhasilan operasi 
kemanusiaan dan peanggulangan bencana 
oleh TNI Angkatan Laut memberikan 
pemahaman terhadap kapasitas mobilitas, 
kesiapan, dan kontribusi Indonesia ter-
hadap tata kelola kemanusiaan di kawasan 
laut regional. Sehingga, aglomerasi citra 
positif dan kewibawaan maritim dapat 
bermuara pada peningkatan posisi tawar 
di kancah internasional, dimana teori  soft 
power memberikan pengertian bahwa daya 
tarik, kredibilitas, dan diplomasi publik 
sebagai sumber pengaruh yang 
memungkinkan negara memperoleh hasil 
politik tanpa paksaan, disamping dapat 
memberikan pengaruh politik yang lebih 
besar pada tatanan internasional 
(Buhmann, 2016; Nye, 2013). Dengan 
demikian, keenam subkriteria tersebut 
tersusun yang diawali dari kegiatan 
operasional yang membangun keperca-
yaan, berkembang menjadi kerja sama dan 
komunikasi strategis, lalu berujung pada 
luaran berupa citra positif, kewibawaan 
maritim, dan penguatan posisi Indonesia di 
arena internasional. 

 
3. Identifikasi Alternatif 

Dalam penentuan alternatif strategi 
operasi kemanusiaan dan penanggulangan 
bencana penggunaan kekuatan TNI 
Angkatan Laut sebagai instrumen smart 
power, terdapat empat opsi strategis yang 
dapat dipertimbangkan secara terpadu. 
Alternatif pertama yakni dengan adanya 
penguatan gugus tugas operasi 
kemanusiaan dan penanggulangan bencana 
TNI Angkatan Laut dengan respons cepat 
atau tanggap segera yang menekankan 
pembentukan unit khusus yang selalu siap 
digerakkan, dilengkapi aset, personel 
terlatih, dan peralatan kemanusiaan agar 
mampu merespons bencana dalam waktu 
singkat; strategi ini relevan karena 
efektivitas operasi operasi kemanusiaan 
dan penaggulangan bencana sangat 
ditentukan oleh keberadaan unit yang 
memang dirancang dan dipersiapkan 
secara (Perry, 2018; Tatham & Rietjens, 
2016). Alternatif kedua yakni dengan 
pengembangan diplomasi medis maritim 
melalui kapal rumah sakit dan tim 
Kesehatan dengan menempatkan 
kapabilitas kesehatan angkatan laut 
sebagai instrumen diplomasi kemanusiaan, 
di mana alutsista kapal rumah sakit 

memiliki nilai diplomatik yang tinggi 
karena sifatnya yang humaniter, tidak 
mengancam, dan mudah diterima secara 
universal, sementara diplomasi pada aspek 
kesehatan juga terbukti efektif 
menjembatani perbedaan politik serta 
membangun hubungan antar masyarakat 
yang lebih berkelanjutan (Elleman, 2007; 
Feldbaum & Michaud, 2010). Alternatif 
ketiga melalui peningkatan latihan serta 
operasi operasi kemanusiaan dan 
penanggulangan bencana multilateral di 
kawasan diarahkan untuk memperkuat 
partisipasi TNI Angkatan Laut dalam kerja 
sama keamanan regional dan internasional, 
baik sebagai peserta, tuan rumah, maupun 
inisiator, karena latihan multilateral secara 
seksama dapat meningkatkan kapabilitas 
teknis, serta berfungsi sebagai mekanisme 
confidence building dan pembentukan 
norma bersama untuk menghadapi 
ancaman nontradisional yang bersifat 
lintas batas (Haacke & Williams, 2008; 
Caballero-Anthony, 2018). Alternatif 
keempat yakni melalui integrasi diplomasi 
publik dan komunikasi strategis dalam 
setiap operasi operasi kemanusiaan dan 
penanggulangan bencana menjadi penting 
agar setiap aksi kemanusiaan TNI Angkatan 

Laut tidak berhenti pada substansi bantuan, 
tetapi juga mampu menghasilkan dampak 
diplomatik dan nation branding yang lebih 
luas melalui dokumentasi, diseminasi 
media, koordinasi antarlembaga, serta 
pengelolaan narasi, mengingat dalam era 
informasi saat ini,  nilai suatu tindakan 
diplomatik sangat dipengaruhi oleh cara 
tindakan tersebut dikomunikasikan dan 
dipersepsikan oleh publik global (Melissen, 
2005; Cull, 2019). Dengan demikian, 
keempat alternatif tersebut menunjukkan 
bahwa strategi operasi kemanusiaan dan 
penanggulangan bencana TNI Angkatan Laut 
tidak hanya memerlukan kesiapan 
operasional, tetapi juga pemanfaatan 
dimensi medis, kerja sama multilateral, 
serta komunikasi strategis agar operasi 
kemanusiaan dapat sekaligus berfungsi 
sebagai instrumen pengaruh internasional. 
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Gambar 1. Model ANP 
 

B. Pembahasan 
1. Hasil Analisis Kriteria 

Berdasarkan diperoleh bobot prioritas 
untuk tiga kriteria utama dalam penentuan 
strategi operasi kemanusiaan dan 
penaggulangan bencana TNI Angkatan Laut, 
yaitu Dampak Nation Branding sebesar 
0,656054, Efektivitas Diplomasi sebesar 
0,257226, dan Kapabilitas Operasional 
sebesar 0,086720. Hasil ini menunjukkan 
bahwa kriteria yang paling dominan dalam 
model adalah Dampak Nation Branding, 
dengan kontribusi sekitar 65,61%, disusul 
oleh Efektivitas Diplomasi sebesar 25,72%, 
sedangkan Kapabilitas Operasional 
menempati urutan terakhir dengan bobot 
8,67%. Dengan demikian, dalam kerangka 
pengambilan keputusan ini, pertimbangan 
strategis lebih banyak diarahkan pada 
sejauh mana operasi kemanusiaan dan 
penaggulangan bencana mampu 
menghasilkan dampak citra dan reputasi 
bagi Indonesia, dibandingkan pada 
kemampuan teknis pelaksanaan operasi. 

 

 

Gambar 1. Hasil Analisa Kriteria 
 
Dominannya kriteria nation branding 

mengindikasikan bahwa operasi 
kemanusiaan dan penaggulangan bencana 
TNI Angkatan Laut dipandang sebagai 
instrumen smart power yang tidak berhenti 
pada fungsi respons bencana, tetapi juga 
dibentuk sebagai persepsi positif, 
mempertegas kewibawaan Indonesia 
sebagai negara maritim, dan meningkatkan 
posisi tawar Indonesia dalam hubungan 
internasional. Selanjutnya, bobot 
Efektivitas Diplomasi yang berada pada 
urutan kedua menegaskan bahwa operasi 

kemanusiaan dan penaggulangan bencana 
juga dinilai penting sebagai media 
diplomasi angkatan laut, terutama dalam 
membangun kepercayaan, memperkuat 
kerja sama regional, dan mendukung 
diplomasi publik Indonesia. Sementara itu, 
bobot Kapabilitas Operasional yang paling 
rendah tidak menunjukkan bahwa aspek 
ini tidak penting, melainkan menempat-
kannya sebagai prasyarat dasar yang 
mendukung tercapainya luaran strategis 
yang lebih tinggi, sebab respons cepat, 
dukungan medis, dan logistik tetap 
menjadi fondasi utama bagi keberhasilan 
operasi di lapangan. Oleh karena itu, hasil 
ini memperlihatkan bahwa prioritas 
strategi operasi operasi kemanusiaan dan 
penaggulangan bencana TNI Angkatan Laut 
dalam penelitian ini lebih menekankan 
pada luaran strategis, khususnya pengua-
tan nation branding Indonesia, dengan 
efektivitas diplomasi sebagai mekanisme 
pendukung utama dan kapabilitas 
operasional sebagai dasar implementasi. 

 
2. Hasil Analisis Sub Kriteria 

Hasil analisis subkriteria menunjukkan 
bahwa pembentukan Citra Positif oleh 
Indonesia memperoleh bobot tertinggi 
sebesar 0,504692 atau sekitar 50,47%, 
sehingga dismpulkan bahwa dipahami 
bahwa dalam keseluruhan struktur 
keputusan, keberhasilan strategi operasi 
operasi kemanusiaan dan penaggulangan 
bencana TNI Angkatan Laut paling 
dominan ditentukan oleh kemampuan 
dalam membentuk persepsi positif 
Indonesia di mata internasional. Hasil ini 
menunjukkan bahwa operasi operasi 
kemanusiaan dan penanggulangan bencana 
tidak lagi dipandang semata-mata sebagai 
instrumen respons kemanusiaan, 
melainkan sebagai sarana strategis untuk 
memperkuat reputasi negara melalui aksi 
nyata yang dapat diamati secara langsung 
oleh komunitas internasional. Dominannya 
bobot pada subkriteria ini mengindikasi-
kan bahwa citra Indonesia sebagai negara 
yang peduli, responsif, dan memiliki 
kapasitas menjadi tujuan strategis utama 
yang ingin dicapai melalui pelaksanaan 
operasi operasi kemanusiaan dan 
penaggulangan bencana. 
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Gambar 2. Hasil Analisis Sub Kriteria 
  
Subkriteria dengan bobot terbesar 

kedua adalah Kewibawaan sebesar 
0,204641 atau 20,46%. Bobot ini 
memperlihatkan bahwa selain membangun 
citra positif, operasi operasi kemanusiaan 
dan penaggulangan bencana juga 
dipandang penting dalam mempertegas 
posisi Indonesia sebagai negara maritim 
yang memiliki kemampuan, legitimasi, dan 
peran strategis di kawasan. Dengan kata 
lain, setiap operasi operasi kemanusiaan 
dan penaggulangan bencana yang 
dijalankan secara efektif bukan hanya 
menghasilkan dampak kemanusiaan, tetapi 
juga memperlihatkan kapasitas Indonesia 
dalam memobilisasi kekuatan maritim 
untuk kepentingan yang konstruktif. Oleh 
karena itu, kewibawaan maritim muncul 
sebagai dimensi penting yang memperkuat 
identitas Indonesia di tingkat regional 
maupun internasional. 

Selanjutnya, subkriteria Diplomasi 
Publik dan Komunikasi Strategis 
memperoleh bobot 0,098941 atau 9,89%, 
sedangkan Peningkatan Posisi Tawar 
memperoleh bobot 0,082977 atau 8,30%. 
Hasil ini menunjukkan bahwa aspek 
komunikasi dan diplomatik tetap memiliki 
kontribusi yang signifikan dalam 
perhitungan tersebut, meskipun tidak 
sekuat pada aspek citra dan kewibawaan. 
Temuan ini dapat diartikan bahwa 
keberhasilan operasi operasi kemanusiaan 
dan penaggulangan bencana tidak hanya 
bergantung pada pelaksanaan aksi 
kemanusiaan, tetapi juga pada kemampuan 
negara dalam mengelola narasi, menyam-
paikan pesan, dan mengonversi 
keberhasilan operasional menjadi manfaat 

diplomatik yang lebih luas. Dengan 
demikian, komunikasi strategis berfungsi 
sebagai penghubung antara tindakan 
kemanusiaan dan penguatan posisi 
Indonesia dalam hubungan internasional. 

Di sisi lain, subkriteria Kerjasama dan 
Interoperabilitas (0,040118), Respons 
Cepat (0,033991), Pembentukan 
Kepercayaan (0,016267), Kapasitas 
Logistik dan Distribusi (0,014608), serta 
Dukungan Kesehatan dan Evakuasi 
(Medvac) (0,003765) memiliki bobot yang 
relatif lebih rendah. Rendahnya bobot 
subkriteria-subkriteria tersebut tidak 
berarti bahwa aspek tersebut tidak 
penting, melainkan menunjukkan bahwa 
dalam kerangka penelitian ini unsur-unsur 
tersebut lebih ditempatkan sebagai faktor 
pendukung atau prasyarat operasional 
untuk mencapai tujuan strategis yang lebih 
besar. Dengan kata lain, kemampuan teknis 
dan operasional tetap diperlukan agar 
operasi operasi kemanusiaan dan penag-
gulangan bencana dapat berjalan efektif, 
tetapi nilai strategis utamanya terletak 
pada hasil akhir yang mampu dihasilkan, 
terutama dalam bentuk penguatan citra 
dan kewibawaan Indonesia. 

 
3. Hasil Analisis Alternatif 

Berdasarkan hasil overall synthesized 
priorities for the alternatives, alternatif 
strategi dengan prioritas tertinggi adalah 
Diplomasi Kesehatan dengan nilai Normals 
= 0,362056 atau sekitar 36,21%, sehingga 
dapat dipahami bahwa strategi ini 
merupakan alternatif paling dominan 
dalam mendukung operasi kemanusiaan 
dan penanggulangan bencana TNI 
Angkatan Laut sebagai instrumen smart 
power.  

Posisi kedua ditempati oleh Latihan 
Multilateral dengan bobot 0,268683 atau 
26,87%, disusul Diplomasi Publik & 
Komunikasi sebesar 0,231707 atau 
23,17%, sedangkan Gugus Tugas Respons 
Cepat berada pada urutan terakhir dengan 
bobot 0,137554 atau 13,76%. Hasil ini 
menunjukkan bahwa alternatif yang paling 
diprioritaskan bukan semata-mata strategi 
yang berorientasi pada kesiapan teknis-
operasional, melainkan strategi yang paling 
besar kontribusinya dalam menghasilkan 
dampak diplomatik dan reputasional bagi 
Indonesia. Dominannya Diplomasi 
Kesehatan menunjukkan bahwa peman-
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faatan kapal rumah sakit, tim medis, dan 
layanan kesehatan dalam operasi 

kemanusiaan dan penanggulangan 
bencana dinilai paling efektif untuk 
membangun citra positif, meningkatkan 
kewibawaan Indonesia, dan memperkuat 
pengaruh kemanusiaan Indonesia di 
tingkat internasional.  

 

 

Gambar 3. Hasil Analisis Alternatif 
  
Di sisi lain, tingginya bobot Latihan 

Multilateral mengindikasikan bahwa 
keterlibatan dalam latihan dan operasi 
bersama tetap dipandang penting karena 
mampu memperkuat interoperabilitas, 
membangun kepercayaan, dan memper-
luas jejaring kerja sama regional. Adapun 
Diplomasi Publik & Komunikasi yang 
menempati urutan ketiga menegaskan 
bahwa pengelolaan narasi, dokumentasi, 
dan penyebaran pesan strategis tetap 
memiliki kontribusi signifikan dalam mem-
perkuat dampak operasi kemanusiaan 
dan penanggulangan bencana, meskipun 
nilainya masih berada di bawah diplomasi 
kesehatan dan latihan multilateral. 
Sebaliknya, Gugus Tugas Respons Cepat 
memperoleh bobot paling rendah 
menunjukkan bahwa dalam kerangka 
keputusan ini kesiapan respons cepat lebih 
diposisikan sebagai fondasi operasional, 
bukan sebagai alternatif yang paling kuat 
dalam menghasilkan manfaat strategis 
secara eksternal. Secara keseluruhan, hal 
ini menegaskan bahwa prioritas strategi 
operasi kemanusiaan dan penanggulangan 
bencana TNI Angkatan Laut lebih 
diarahkan pada pendekatan yang mampu 
mengombinasikan aksi kemanusiaan 
dengan pengaruh diplomatik dan pemben-
tukan nation branding, sehingga Diplomasi 
Kesehatan muncul sebagai alternatif 
strategi paling unggul dalam model ANP 
yang digunakan. 

 
 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 

Hasil analisis ANP menunjukkan bahwa 
strategi operasi penanggulangan bencana dan 
kemanusiaan TNI Angkatan Laut lebih di-
prioritaskan pada kemampuan menghasilkan 
dampak strategis eksternal, khususnya dalam 
memperkuat nation branding Indonesia. Hal 
ini tercermin dari bobot kriteria utama, yaitu 
Dampak Nation Branding sebesar 0,656054, 
Efektivitas Diplomasi sebesar 0,257226, dan 
Kapabilitas Operasional sebesar 0,086720. 
Pada tingkat subkriteria, unsur yang paling 
dominan adalah Citra Positif dengan bobot 
0,504692, diikuti Kewibawaan sebesar 
0,204641, Diplomasi Publik dan Komunikasi 
Strategis sebesar 0,098941, serta Peningkatan 
Posisi Tawar sebesar 0,082977. Sementara 
itu, subkriteria operasional seperti Kerjasama 
dan Interoperabilitas (0,040118), Respons 
Cepat (0,033991), Pembentukan Kepercayaan 
(0,016267), Kapasitas Logistik dan Distribusi 
(0,014608), dan Dukungan Medis dan 
Evakuasi (0,003765) memiliki bobot yang 
relatif lebih rendah. Adapun pada tingkat 
alternatif, Diplomasi Kesehatan menjadi 
strategi prioritas dengan bobot 0,362056, 
diikuti Latihan Multilateral sebesar 0,268683, 
Diplomasi Publik dan Komunikasi sebesar 
0,231707, dan Gugus Tugas Respons Cepat 
sebesar 0,137554. Dengan demikian, operasi 
penanggulangan bencana dan kemanusiaan 
TNI Angkatan Laut tidak hanya relevan 
sebagai instrumen penanggulangan bencana, 
tetapi juga sebagai sarana smart power yang 
efektif untuk memperkuat citra, kewibawaan, 
dan posisi Indonesia di tingkat internasional. 

 
B. Saran 

Berdasarkan temuan penelitian, TNI 
Angkatan Laut perlu menempatkan diplomasi 
kesehatan sebagai prioritas dalam 
pengembangan strategi diplomasi dalam 
operasi kemanusiaan dan peanggulangan 
bencana, terutama melalui penguatan 
kapasitas kapal rumah sakit, tim medis, serta 
layanan evakuasi kemanusiaan. Selain itu, 
latihan multilateral operasi kemanusiaan dan 
peanggulangan bencana perlu terus ditingkat-
kan untuk memperkuat interoperabilitas, 
kepercayaan, dan kerja sama kawasan. Sejalan 
dengan hal tersebut, setiap operasi operasi 
kemanusiaan dan peanggulangan bencana 
dapat didukung oleh diplomasi publik dan 
komunikasi strategis yang terencana agar 
manfaat operasional dapat dikonversi menjadi 
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manfaat diplomatik dan reputasional. Bagi 
penelitian selanjutnya, model analisis dapat 
diperluas dengan melibatkan lebih banyak 
pakar serta menambahkan variabel lain yang 
relevan agar hasil kajian menjadi lebih 
komprehensif 
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